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Abstrak
 

Saat ini jasa Notaris di dalam berbagai aktifitas masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki prinsip yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan

perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, sehingga diperlukan adanya suatu alert bukti

yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Karena itu Pemerintah

dan masyarakat a memiliki harapan agar pelayanan yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai

yang dapat diandalkan.Demi tujuan tersebut Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Jabatan Notaris

yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang memuat peraturan-peraturan mengenai

jabatan Notaris yang telah disesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam

lalu lintas hukum.

Salah satu peraturan yang menarik adalah Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris dapat

menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Masalah yang muncul adalah apakah unsur,

hubungan para pihak, dan tujuan dari suatu perserikatan perdata menurut peraturan perundangundangan

selaras dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatan, serta adakah sisi positif

dan negatif dari bentuk perserikatan perdata Notaris. Kemudian dilakukan penelitian dengan menggunakan

metode normatif dan metode empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur, hubungan pares pihak, dan tujuan dari suatu perserikatan

perdata yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

tidak selaras dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris di dalam melaksanakan jabatannya, balk

menurut Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri maupun menurut Kode Etik Notaris, walaupun

ditemukan pula adanya beberapa ekses positif dari pembentukan perserikatan perdata di antara beberapa

prang Notaris itu.

......Nowadays Notary Public's services are rising as people's necessity. This is because Indonesia is a law

country which has a principle to always guarantee the certainty of law, the orderlines of law, and the

protection of law that contained with rightness and justness, so that an authentic feast is needed to determine

people's rights and duties. Because Hof this reason, the Indonesian Government and the Indonesian people

hope that the services which given by Notary Public have reliable values and qualities. In order to that

purpose, the Government legislated the new regulations for Notary Public's duties which titled Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. It consists of all regulations for Notary Public and it

has appropriated with conditions and necessity of Indonesian people in their law activities.

One of interesting regulation is Article 20 Subsection (I). It tells us that Notary public may perform their

duties in civil association. The problem is, are the substances, the relations of the member in the civil

association, and the purpose of the civil association which regulated in Civil Code, in accordance with
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Notary Public's obligations and justifications, and are there positive and negative excesses of the Notary

Public's civil association. To find the answers, the normatical and empirical methods are used together.

The research of this article shows that the substances, the relations of the members in the civil association,

and the purpose of the civil association which regulated in Civil Code are not in accordance with Notary

Public's obligations and justifications which regulated either in Notary Public Regulation that is Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 or Notary Public Ethics Code, although the research also found some

positive excesses of the Civil Association which founded by more than one Notary Public.


